BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 86 TAHUN 2021
TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN TEGAL TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tegal Tahun
Anggaran 2022, Perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Pejabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Tegal Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal
Tahun Anggaran 2022
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 42),

Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3613),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersth dan Bebas Dar
Korupsi, Kolust dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286) ,

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ,
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400),

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049 ),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerna
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573),

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran
Negara Republik Indonesia  Tahun 1986 Nomor 8,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3321);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpman dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Keriga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4712),
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan = Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara
Republik 1indonesia Tahun 2005 Nomor 48,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503),

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575),

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593),

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instans: Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614),

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4864),

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun
2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161),

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219),

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272),
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Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322),

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor
13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 92),

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 28),

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 3),

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan
Susunan Perangkat Daerah Kabuoaten Tegal (Lembaran
Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 7),

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tegal Tahun 2019 Nomor 8),

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2022



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdir1 Atas

Kode
4
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Uraian Jumlah

PENDAPATAN DAERAH
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Rp458.043.751.000,00
Pajak Daerah Rp133 365 000 000,00
Retribusi Daerah Rp26 826 948 500,00
gflpslléal;??fslolaan Kekayaan Daerah yang Rpl4 198 601 000,00
Lain-lain PAD yang Sah Rp283 653 201 500,00
PENDAPATAN TRANSFER Rp2.226.811.282.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Rp2 033 759 088 000,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah Rp193 052 194 000,00
Is,ﬁif-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG Rp6.000.000.000,00
Pendapatan Hibah Rp6 000 000 000,00

Jumlah Pendapatan Rp2.690.855.033.000,00
BELANJA
BELANJA OPERASI Rp1.981.320.229.159,00
Belanja Pegawai Rpl 177 095 757 367,00
Belanja Barang dan Jasa Rp722 684 481 272,00
Belanja Hibah Rp78 262 990 520,00
Belanja Bantuan Sosial Rp3 277 000 000,00
BELANJA MODAL Rp351.347.703.841,00
Belanja Modal Tanah RpS 429 050 000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp37 536 669 341,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp143 761 878 700,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Rp138 733 571 500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya RpS 886 534 300,00
BELANJA TIDAK TERDUGA Rp13.898.313.000,00
Belanja Tidak Terduga Rp13 898 313 000,00
BELANJA TRANSFER Rp522.441.817 000,00
Belanja Bagi Hasil Rp15 000 000 000,00
Belanja Bantuan Keuangan Rp507 441 817 000,00

Jumlah Belanja Rp2.869.008.063 000,00
Total Surplus/(Defisit) (Rp178.153.030.000,00)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Tegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dar1 Peraturan Bupati ini,
terdin dan

1 Lampiran I

Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikas1 Menurut
Kelompok, Jenis, Objek, Sub Rincian objek, belanja dan
pembiayaan,



2 Lampiran Il Penjabaran APBD menurut urusan pemerintah daerah,
organisasli, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis,
objek, rician objek pendapatan, belanja dan pembiayaan,

3 Lampiran Il Alokas: Hibah Berupa Uang dan Barang yang Diterima serta
SKPD Pember1 Hibah,

4 Lampiran IV Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang yang
Diterima serta SKPD pember: Bantuan Sosial,

5 LAMPIRAN V Alokasi Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus yang
Diterima serta SKPD Pember: Bantuan Keuangan,

6 LAMPIRAN VI Alokas:1 Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah
Kabupaten,

Pasal 3

Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
ditetapkan dalam peraturan Bupati in1 di tuangkan lebih lanjut dalam dokumen
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan

Pasal 4
Peraturan Bupati in1 mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupat: in1 dengan penempatanya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slaw1

pada tanﬁgaizﬁftﬂesember 2021
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Diundangkan di Slawi
pada tanggal 24 Desember 2021




